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Aktor Tujuan umum
Kolaborasi
DINKES Tidak ada MOU, karena sudah ada SK Bupati

tentang tim percepatan penurunan stunting, jadi
siapapun OPD yang telah tercantum di dalam SK
maka harus terlibat agar stunting di Bone itu dapat
menurun dari tahun ke tahun, kalau bisa kami
berharap agar stunting dapat menjadi nol
sehingga tidak ada lagi kasus stunting di Bone itu
adalah tujuan yang ingin dicapai

Tujuan bersama memang diselaraskan dari awal
pertemuan agar tujuannya bisa sama

Strategi agar stunting cepat turun yaitu dengan
memastikan bahwa semua bayi yang berada di
wilayah puskesmas bisa terpantau pertumbuhan
dan perkembangannya, serta menghimbau
kepada masyarakat agar selalu membawa
balitanya ke posyandu untuk dilakukan
pemantauan seperti pengukuran tinggi badan,
berat badan, edukasi kepada ibu hamil,
melahirkan di fasilitas layanan kesehatan, serta
pemberian vitamin. Ini adalah strategi kami dalam
memutus mata rantai stunting

OPD yang telah tergabung dalam SK tim
percepatan penurunan stunting berkomitmen
dalam mencapai tujuan yang telah disepakati
Kontribusi atau peranan kami lumayan banyak
karena kami mengintervensi di bidang spesifik.

Karena intervensi itu ada 2 macam, vyaitu
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intervensi spesifik dan sensitive. Intervensi
spesifik lebih mengarah kepada penyebab
langsung terjadinya stunting jadi kami selalu
melakukan pemantauan pertumbuhan serta
pengukuran serta pemberian vitamin dan lainnya.
Apabila ada OPD yang tidak proaktif, pada saat
pertemuan dilakukan maka akan dipertanyakan
alasan mengapa kurang proaktif sehingga
menghambat progres

Permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu agar
stunting di Bone bisa secepatnya diturunkan
Mengenai prosedur, belum ada prosedur
tersendiri yang mengatur. Hanya mengikuti
strategi nasional. Ini menjadi suatu kelemahan
karena setiap kendala dan kebutuhan yang
dialami masing-masing kabupaten itu berbeda-
beda

PANGAN

Pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya,
yang menjadi leading sector adalah Dinas
Kesehatan tapi untuk saat ini yang menjadi
leading sectornya yaitu DPPKB. Ada dua
intervensi yang dilakukan yaitu intervensi spesifik
dan sensitive dan dilakukan mulai tingkat pusat
sampai ke desa, tetapi pelaksanaannya belum
konvergen. Dinas ketahanan pangan sendiri
berada pada intervensi sensitive

Menyelaraskan tujuan dilakukan saat pertemuan,
jadi dengan pertemuan tersebut diharapkan
tujuan bersama dapat selaras antara OPD satu

dengan yang lainnya.
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Masing-masing OPD memiliki strategi tersendiri
dalam pencapaian tujuan karena masing-masing
OPD memiliki rencana atau program kerjanya
masing-masing jadi strateginya pun berbeda.
Komitmen adalah proses yang cukup panjang
untuk dijalani dan dibutuhkan kepercayaan agar
dapat berkomitmen, makanya antar stakeholders
harus saling percaya agar dapat terjalin komitmen
Kontribusi kami dalam penurunan stunting lebih
mengarah kepada menjaga gizi agar seimbang
dengan pemberian bibit seperti bibit sayur
sehingga pekarangannya bisa dimanfaatkan dan
gizinya juga akan terpenuhi

Jika ada pihak yang kurang proaktif dalam
menjalankan perannya, maka pada saat
pertemuan kami akan menanyakan apa yang
menjadi kendala sehingga bisa dicarikan jalan
keluarnya

Yang mendasari kerja sama ini yaitu untuk
mencegah stunting atau meminimalisir terjadinya
stunting di Kabupaten Bone

Hanya mengikuti arahan dari DPPKB

DPPKB

Dalam penanganan stunting harus dilakukan
kolaborasi. Stunting tidak akan bisa berkurang
apabila tidak dilakukan kolaborasi atau kerja
sama dengan berbagai pihak, karena penyebab
stunting itu macam-macam, bukan hanya

dipengaruhi dari kekurangan gizi, tetapi

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor
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Menyelaraskan tujuan itu dengan berpegang
pada acuan atau pedoman yaitu bagaimana agar
stunting dapat ditekan

Untuk strategi pencapaian tujuan telah diatur
dalam STRANAS, akan tetapi OPD juga memiliki
strategi tersendiri tapi tetap mengacu pada
strategi nasional yang ada

Tentunya kami berkomitmen, tanda bahwa kami
berkomitmen dalam mencapai tujuan agar
stunting bisa secepatnya diturunkan yaitu dengan
berusaha semaksimal mungkin agar stunting bisa
dicegah dengan melakukan beberapa program
Kalau kontribusi dan perannya kami itu berbeda-
beda. Masing-masing memiliki peran tersendiri.
Misalnya dinas ketahanan pangan berperan untuk
meningkatkan akses pangan bergizi

Hampir semua OPD yang terlibat itu aktif dalam
menjalankan perannya masing-masing karena
akan dilakukan evaluasi

Karena angka stunting di Kabupaten Bone
sebelumnya cukup tinggi, maka inilah yang
mendasari dilakukannya kolaborasi. Kami ingin
agar stunting di Bone dapat dihapuskan dengan
kerja sama lintas sector

Tidak ada prosedur tersendiri yang mengatur,
prosedur yang diikuti hanya dari strategi nasional
dan pedoman pelaksanaan intervensi penurunan

stunting Kabupaten/Kota

DP3A

Leading sector sebelumnya adalah Dinas

Kesehatan tetapi setelah beberapa periode,




186

berpindah ke DPPKB. Kolaborasi dilakukan
dengan tujuan untuk mempercepat penurunan
stunting. Hal ini penting dilakukan kolaborasi
karena stunting tidak dapat diatasi jika hanya
mengandalkan satu OPD saja karena stunting
dipengaruhi oleh beberapa factor bukan hanya
dari Kesehatan, maka diperlukan kolaborasi atau
kerja sama dengan berbagai pihak agar stunting
bisa diturunkan

Dengan rembuk, sehingga akan memperjelas
tujuan yang ingin dicapai

Strateginya yaitu selalu dilakukan rapat
koordinasi serta kunjungan ke lapangan, dan
secara bersama-sama melakukan monitoring dan
penguatan sosialisasi. Misalkan apabila dinas
kesehatan sosialisasi tentang gizi, maka dinas
pemberdayaan perempuan melakukan sosialisasi
tentang bagaimana pola pengasuhan yang benar
Komitmen kami dalam penurunan stunting
dengan menghadiri rapat-rapat dan melakukan
sosialisasi pola pengasuhan anak kepada
perempuan

Kalau peran kami lebih kepada pemberian
edukasi kepada perempuan tentang pola
pengasuhan yang baik dan benar

Pada saat rapat teknis memang harus dipahami
betul apa yang menjadi tupoksinya maka dari itu
penting untuk lebih sering melakukan rapat
koordinasi atau rapat dan pertemuan harus lebih
diperkuat. Apabila terdapat OPD yang tidak
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proaktif maka akan terlihat pada saat evaluasi
dilakukan

Masalah yang ingin diselesaikan yaitu menekan
angka stunting

Tidak ada prosedur khusus

DINSOS

Yang ingin dicapai dalam kolaborasi adalah
menurunkan angka stunting di Bone.
Menyelaraskan tujuan bersama dilakukan saat
rapat. Jadi terlebih dahulu telah disepakati bahwa
tujuan diadakannya kerja sama ini adalah untuk
bersama-sama dalam mengurangi terjadinya
stunting sehingga Ketika tujuannya sudah jelas,
maka langkah selanjutnya adalah mencari cara
atau langkah seperti apa yang akan ditempuh
untuk mencapai tujuan tersebut

Strategi dari Dinas Sosial adalah dengan
memberikan bantuan kepada masyarakat yang
tergolong kurang mampu agar kebutuhannya
dapat terpenuhi sehingga akan meminimalisir
terjadinya stunting

Berkomitmen dalam menjalankan kolaborasi.
Sebagai bentuk komitmennya kami memiliki
rencana kegiatan yang mengarah kepada
pencegahan stunting

Kami lebih kepada pemberian bantuan social
kepada keluarga yang membutuhkan

Hampir semua proaktif, apabila ada yang kurang
proaktif maka akan dilakukan pendekatan

personal untuk mengetahui apa yang sebenarnya

menjadi kendala sehingga mereka kurang aktif
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e Hal yang mendasari dilakukannya kolaborasi
yaitu dengan melihat fakta bahwa angka stunting
di Kabupaten Bone terbilang cukup tinggi. Inilah
permasalahan yang harus segera diatasi. Karena
jika permasalahan ini tidak segera diatasi maka
akan berbahaya bagi sumber daya manusia di
Indonesia khususnya di Bone. Apabila stunting
tidak dapat ditekan, ini menjadi salah satu bentuk
dari kegagalan pemerintah, tapi alhamdulillah
dengan adanya kerja sama ini angka stunting di
Bone dapat ditekan secara perlahan-lahan

e Tidak ada prosedur khusus

Aktor Mutualitas
Kolaborasi
DINKES e Banyak sumber daya yang telah dikontribusikan

seperti antropometri, fasilitas kesehatan, dan
data-data stunting

e Tentu manfaatnya adalah menurunnya angka
stunting dan itulah yang menjadi tujuan utama
kita

e Hasil dari kolaborasi yang dilakukan adalah
semakin menurunnya angka stunting di
Kabupaten Bone

e Masing-masing memiliki perannya masing-
masing jadi tidak terlalu bergantung dengan
yang lainnya karena mereka menjalankan sesuai
dengan perannya. Serta tidak adanya sebuah
program yang dijalankan secara bersama-sama.
Seharusnya ada sebuah program bersama yang
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dijalankan agar semua aktor lebih saling
mempercayai dan akan membuat aktor satu
dengan lainnya saling bergantung

Ada jadwal tertentu rapat

Pertemuan dilakukan dengan semua OPD yang

terkait sesuai jadwal

PANGAN

Sumber daya yang telah dikontribusikan seperti
bantuan benih sayuran beserta pembinaan
kepada kelompok dasawisma agar bibit yang
telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik
mungkin dengan menggunakan pekarangan
rumah mereka untuk ditanami bibit

Manfaatmya yaitu lebih mendekatkan antara
organisasi satu dengan lainnya serta dapat
menurunkan angka stunting

Tentu hasilnya adalah semakin menurunnya
angka stunting di bone

Bentuk ketergantungan seperti contoh apabila
ingin membagikan bibit kepada keluarga yang
terdampak stunting maka diperlukan data. Data
stunting ini kami peroleh dari dinas kesehatan
Bentuk komuikasinya adalah rapat-rapat yang
biasanya dilakukan di DPPKB

Selalu berusaha agar komunikasi terjalin dengan
baik, akan tetapi komunikasi yang terjalin
terbatas hanya diruang rapat yang hanya
dilakukan beberapa kali dalam setahun.

Sudah ada jadwal yang telah ditentukan untuk

membahas progres
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DPPKB

Kami dari DPPKB lebih mengarah kepada
pembinaan pola asuh, karena sebagian besar
stunting juga dipengaruhi oleh pola asuh yang
salah.

Manfaat terbesar yang didapatkan dalam
kolaborasi ini adalah selain untuk menurunkan
angka stunting, yaitu semakin mempererat
hubungan OPD-OPD di tingkat daerah sampai
ke masyarakat

Hasil yang didipatkan yaitu mempererat
hubungan antar OPD, meskipun sebelumnya
mereka telah saling kenal tapi dengan adanya
kolaborasi menjadikan hubungan antar OPD
satu dengan lainnya semakin erat. Adapun hasil
yang paling nyata yaitu angka stunting bisa
diturunkan dengan perlahan-lahan

Stunting adalah hal yang tidak dapat
diselesaikan oleh satu pihak saja karena stunting
dipengaruhi oleh banyak hal sehingga antara
satu OPD dengan OPD lainnya saling
bergantung untuk menekan angka stunting.
Misalnya untuk data stunting kami bergantung
kepada dinas kesehatan, karena data stunting
itu berasal dari dinas kesehatan sehingga
apabila ingin melakukan kegiatan seperti
pemberian bibit maka terlebih dahulu harus
mengambil data di dinas kesehatan

Sebagai leading sector yang memfasilitasi
pertemuan, pertemuan telah diagendakan
selama 4 kali dalam setahun
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Pertemuan terbatas hanya dilakukan selama 4
kali dalam setahun. Kami yang memfasilitasi dan
mengundang OPD-OPD yang terkait

DP3A

Tidak ada sumber daya berupa uang tapi DP3A
hanya memberikan sosialisasi seperti
bagaimana mendorong kelas parenting atau
pola pengasuhan

Manfaatnya tentu adalah menurunkan stunting
Ada saling ketergantungan, misalnya DPPKB
akan melakukan sosialisasi tentang bina
keluarga balita maka biasa juga DP3A ikut turut
serta dalam memberikan sosialisasi

Hasil dari kolaborasi yaitu semakin menurunnya
angka stunting

Rapat koordinasi

Pertemuan dilakukan dengan rutin sesuai jadwal

DINSOS

Sumber daya yang telah diberikan seperti BLT,
BPNT serta bantuan social lainnya.

Manfaatnya adalah menurunkan angka stunting
Hasil yang didapatkan yaitu dapat menekan
angka stunting secara perlahan

Menurunkan angka stunting harus dilakukan
dengan kerja sama dan saling bergantung
antara pihak satu dan lainnya karena stunting
dipengaruhi oleh banyak hal termasuk
kemiskinan. Di sinilah peran kami sebagai dinas
social untuk memberikan bantuan kepada
keluarga yang membutuhkan seperti BPNT

misalnya telur, beras dan lain-lain sehingga
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dengan adanya bantuan tersebut diharapkan
dapat meminimalisir terjadinya stunting

Ada rapat yang dilakukan secara berkala untuk
mengetahui sejauh mana progres yang telah
dicapai

Terkait seberapa sering melakukan komunikasi,
telah ada jadwal yang telah ditentukan

sebelumnya

Aktor

Kolaborasi

Lingkungan yang memungkinkan

DINKES

Disinilah kolaborasi juga digunakan. Dalam
kolaborasi melibatkan banyak aktor yang
memiliki keterampilan dan pengetahuan yang
beragam. Hal inilah yang akan membantu
membuat kita untuk bisa melihat lebih banyak
perspektif. Apabila keterampilan dan
pengetahuan yang beragam ini  bisa
dimanfaatkan, maka seharusnya masalah yang
ada juga bisa dengan cepat diselesaikan

Saling menghargai budaya kerja masing-masing
karena setiap instantsi memiliki budaya kerja
tersendiri

Tahun lalu, yang berperan sebagai leading
sector adalah Dinas Kesehatan akan tetapi
sekarang telah berpindah ke DPPKB

Yang bertanggung jawab adalah DPPKB

lya, pemimpin dapat diterima dalam kolaborasi

PANGAN

Jika terdapat masalah dalam kolaborasi, contoh

tidak berjalannya salah satu program maka akan
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dipertanyakan apa yang menjadi kendala
sehingga program tersebut terhambat

Saling menghargai terhadap budaya masing-
masing

Leading sector sekarang adalah DPPKB

Untuk yang menjadi penanggung jawab adalah
DPPKB, kami hanya mengikuti saja

Tentu, pemimpin kami terima karena hal tersebut

telah diatur

DPPKB

Yah tentu harus diskusi. Inilah salah satu
kegunaan kolaborasi. Dengan banyaknya aktor
yang terlibat maka masalah juga seharusnya
bisa dengan cepat diselesaikan

Selama gaya atau kultur dari organisasi tersebut
tidak merugikan, maka budaya tersebut akan
dihargai

Untuk saat ini leading sectornya adalah DPPKB,
akan tetapi beberapa tahun sebelumnya adalah
Dinas Kesehatan

Tentunya yang menjadi penanggung jawab
adalah semua yang termuat dalam SK Bupati,
meskipun leading sectornya adalah DPPKB,
tetapi angka stunting atau kolaborasi tidak bisa
berjalan apabila tanggung jawab hanya
dibebankan kepada DPPKB sendiri. Itulah
alasan banyak OPD yang dilibatkan agar
semuanya dapat bertanggung jawab dalam
mencapai tujuan bersama

Kami sebagai leading sector berusaha agar

menjalankan tugas sebaik mungkin, tetapi kami
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pasti tetap mendengarkan juga saran-saran dari
OPD lainnya

DP3A

Harus mempertimbangkan dan melihat secara
kontekstual. Tidak boleh mendengarkan arahan
dari pimpinan saja. Jadi harus memadukan
antara bawahan dan pimpinan dalam
pengambilan keputusan

Harus menghargai agar kita juga bisa dihargai
Untuk sekarang adalah DPPKB

Semua harus bertanggung jawab, kita semua
harus menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung
jawab bersama

lya, pemimpin dapat diterima

DINSOS

Jika terjadi perbedaan pendapat, hal pertama
yang dilakukan yaitu menyamakan persepsi dan
akhirnya membuat keputusan

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya masing-
masing kantor berbeda sehingga budaya mereka
harus dihargai

DPPKB

DPPKB selaku leading sector tapi semua aktor
juga harus bertanggung jawab karena ini adalah
tugas kita untuk bersama-sama mencapai tujuan
lya pemimpin kami terima karena memang harus
bekerja sama agar stunting di Bone bisa

secepatnya dituntaskan
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Aktor
Kolaborasi

Kepercayaan

DINKES

Kepercayaan dibangun dengan menunjukkan
kinerja terbaik. Apabila kinerja kami baik maka
kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya
Kami percaya dengan informasi yang diberikan
oleh pihak lainnya

Bentuk komunikasi dilakukan dengan pertemuan
atau rapat

Terkait dengan SOP tersendiri, tidak ada yang
mengatur

Hal yang biasa dilakukan ketika ada stakeholders
yang tidak patuh vyaitu dengan memberikan
teguran secara baik-baik

Cara kami dalam mematuhi komitmen yaitu

dengan mengesampingkan ego pribadi

PANGAN

Membangun kepercayaan dilakukan dengan cara
sering menghadiri rapat sehingga kepercayaan
akan terbangun dan harus menghilangkan ego
bahwa kita adalah yang paling memiliki peran
terbesar serta menjalin komunikasi dengan baik
Percaya karena walaupun informasi yang
diberikan tidaklah benar maka akan ketahuan
pada saat evaluasi. Hal ini dapat dinilai dari
bagaimana kinerjanyya

Komunikasi yang terjalin cukup baik karena
semua OPD yang terlibat selalu hadir dalam

pertemuan
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Tidak mengetahui apakah ada SOP atau tidak,
karena hanya mengikuti arahan dari leading
sector

Jika terdapat stakeholders yang tidak patuh maka
akan ditegur secara baik-baik, akan tetapi apabila
teguran tersebut diabaikan maka rasa percaya
kami terhadap organisasi tersebut akan
berkurang

Dengan bekerja sama secara tim dan aktif

berpartisipasi dalam pertemuan

DPPKB

Membangun kepercayaan adalah hal yang bisa
dibilang gampang sekaligus hal yang susah

lya percaya

Komunikasi dilakukan secara rutin berdasarkan
jadwal, hanya saja pertemuannya cukup terbatas
karena hanya beberapa kali saja dalam 1 tahun
Untuk SOP tersendiri di Kabupaten Bone itu tidak
ada, hanya mengikuti STRATEGI NASIONAL
Semua patuh karena ini adalah perpres jadi
apabila tidak patuh akan takut

Untuk mematuhi komitmen memang adalah hal
yang agak sulit, karena mematuhi komitmen
adalah proses yang panjang. Ada yang pada
awalnya memang mematuhi komitmen tetapi
apabila sudah sampai dipertengahan mereka
akan lari dari tanggung jawabnya

DP3A

Membangun kepercayaan tergantung dari
bagaimana memperlihatkan  kinerja  yang
dilakukan. Apabila kinerjanya tidak baik, maka

pasti tingkat kepercayaan juga rendah
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Kami percaya dengan informasi yang telah
diberikan. Karena memang harus saling saling
percaya antara satu dengan lainnya untuk bisa
terus bekerja sama. Apabila selalu bersikap
curiga dengan yang lainnya maka akan sulit untuk
bisa bekerja sama

Berusaha  memperbaiki komunikasi  agar
kepercayaan bisa terjalin

Tidak ada SOP secara khusus di Kabupaten
Ditegur secara baik-baik

Cara kami dalam mematuhi komitmen yaitu
dengan bertanggung jawab menjalankan peran

kami

DINSOS

Cara kami membangun keprcayaan yaitu dengan
terlebih dahulu memberikan kepercayaan kepada
aktor lain. Apabila kita percaya dengan mereka,
mereka juga akan percaya dengan kita. Hal
lainnya yaitu harus lebih transaparant, menjaga
komunikasi serta saling menghormati

lya kami saling mempercayai

Komunikasi terbatas hanya dengan pertemuan
saat rapat saja, yang dilakukan 4 kali dalam satu
tahun

Mengenai SOP, tidak ada SOP secara khusus di
kabupaten Bone. Hanya mengikuti yang dari
nasional. Hal ini juga jadi kekurangan karena
kendala yang dialami setiap Kabupaten/kota
berbeda juga

Selama ini semua aktor masih patuh dan

menjalankan perannya
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Dengan selalu ikut pertemuan serta menjalankan
peran. ltulah cara kami dalam mematuhi

komitmen

Aktor
Kolaborasi

Karakteristik Pribadi Tertentu

DINKES

Belum ada. ltulah yang menjadi kekurangannya
karena minimnya keterlibatan swasta
Keterbukaan itu ditandai dengan saling
memberikan informasi atau data-data yang
dibutuhkan terkait stunting

Berperan dalam pengukuran publikasi data
stunting serta pemberian vitamin

Programnya yaitu pemantauan terhadap semua
balitas yang ada di wilayah kerja puskesmas, dan
pemberian vitamin tambahan bagi sasaran
Menghadapi karakteristik yang berbeda dalam
kolaborasi diperlukan komunikasi yang terjalin
dengan baik

Cara pengambilan keputusan vyaitu dengan
berdiskusi atau musyawarah yang nantinya akan
mencapai keputusan bersama. Jadi ego harus
dikesampingkan demi kepentingan bersama.
Karena kalu ego masing-masing tinggi akan
susah

Melakukan suatu kesepakatan dengan semua

pihak

PANGAN

Tidak ada keterlibatan swasta. Seharusnya dalam

hal ini harus ada keterlibatan swasta karena




199

dalam hal pembangunan SDM, tidak bisa hanya
membebankan sepenuhnya kepada pemerintah
Antara stakeholder saling terbuka dalam
kolaborasi. Dengan saling terbuka dengan aktor
lainnya, akan menumbuhkan kepercayaan
Berperan untuk dapat memenuhi gizi seimbang
agar tidak terjadi kekurangan gizi. Ketahanan
pangan hadir untuk mencegah dan menekan
angka stunting dengan memberikan bibit sayuran
sehingga keluarga yang rawan pangan akan
memanfaatkan bibit tersebut untuk ditanam di
pekarangan rumahnya. Apabila kebutuhannya
telah terpenuhi, dan hasil panen sayur lebih maka
sayur tersebut boleh dijual agar dapat
meningkatkan perekonomiannya.

Programnya yaitu desa B2SA (beragam, sehat
dan aman), P2M (pekarangan pola pekarangan
pangan lestari, serta family farming, tetapi tahun
ini baru dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Ulaweng,
Ponre, Tellu Siattinge

Pasti masing-masing stakeholders memiliki
karakteristik yang berbeda. Tapi perbedaan itu
harus dijadikan satu agar tingkat kepercayaan
lebih tinggi

Selain mendengar arah dari pimpinan, tentunya
kita juga berdiskusi agar dapat menarik
kesimpulan jalan apa yang harus diambil

Setelah semua aktor menyampaikan pendapat
dan sarannya, maka akan diambil keputusan

bersama




200

DPPKB

Ada keterlibatan swasta akan tetapi minim, baru-
baru ini telah dilaksanakan dor to dor untuk
memberikan bantuan kepada keluarga penderita
stunting. Dana tersebut didapatkan dari bank dan
untuk penyalurannya, disalurkan Bersama
dengan anggota BRIMOB

Harus saling terbuka karena apabila tidak saling
terbuka kepercayaan tidak bisa muncul. Apabila
tidak saling percaya, maka sulit untuk saling
berkolaborasi

Berperan dalam sosialisasi bina keluarga balita
dan kelas parenting. Sasaran utama kami lebih
kepada ibu hamil, karena stunting harus dicegah
mulai sejak ibu hamil. Dalam penanganan
stunting ini, memang harus bekerja sama dengan
banyak pihak dan ego harus ditepis.

Kami langsung menyentuh ke masyarakat dan
salah satu programnya vyaitu adanya tim
pendamping keluarga hamil. tim inilah yang
mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko
terkena stunting. Yang didampingi adalah calon
pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan
balita.

Karakteristik berbeda itu pasti ada, tetapi kita
tidak boleh meninggikan ego masing-masing.
Karena ini adalah kerja sama, apabila ego
masing-masing stakeholders tinggi, tujuan akan
sulit untuk dicapai

Dengan cara berdiskusi
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Memberikan saran dengan sopan sehingga
konflik tidak bertambah

DP3A

Belum ada swasta yang terlibat

Harus saling terbuka karena apabila tidak terbuka
akan kelihatan saat evaluasi. Dan apabila
berbohong terkait progres dengan melihat realiats
yang ada bahwa tidak memberikan perubahan
sama sekali maka kepercayaan akan berkurang
karena ini adalah pertanda bahwa kinerjanya
kurang

Berperan untuk mensosialisasikan
pemberdayaan perempuan serta pola
pengasuhan yang benar

Aksi kampanye pencegahan terjadinya stunting,
yang melibatkan anak-anak sebagai intervensi
strategis untuk mencegah terjadinya stunting
dengan memberikan edukasi, pemahaman, dan
memotivasi anak-anak sehingga memiliki pola
asup gizi seimbang dan pola hidup sehat
Terkadang memang ada pihak yang merasa
bahwa dia adalah pihak yang paling berkuasa dan
berperan, padahal hal seperti itu tidak boleh
karena dalam kolaborasi ini kita sama-sama untu
bekerja sama dalam mencapai tujuan

Tentunya dengan diskusi. Tidak boleh langsung
mengambil keputusan berdasarkan arah dari
pimpinan karena bisa saja pendapatnya itu tidak
sepenuhnya benar. Maka, kita juga harus melihat
kondisi dilapangan seperti apa, tetapi tetap

mendengarkan saran dari pimpinan
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Dengan berdiskusi sehingga akan menghasilkan

win win solution

DINSOS

Sejauh ini belum ada swasta yang terlibat

Kami saling terbuka dalam kolaborasi. Hal ini
harus dilakukan agar saling percaya. Ini juga
merupakan bukti bahwa kami berkomitmen dalam
menjalankan kolaborasi

Berperan dalam memaksimalkan pemberian
bantuan social kepada keluarga-keluarga yang
terkena stunting, serta masyarakat yang kurang
mamou. Masayarakat yang tergolong kurang
mampu akan rentan untuk terkena stunting. Kami
dari dinas social ada program pemberian bantuan
pangan nontunai seperti telur, daging ayam,
beras dan lainnya. Jadi kami berusaha agar ibu
dan calon anak tidak kekurangan protein

Progam bantuan social seperti program keluarga
harapan (PKH), bantuan pangan nontunai,
bantuan pangan tunai

Saling menghargai. hal itu sangat penting, apabila
bisa menghargai perbedaan karakteristik masing-
masing, maka tidak akan terjadi masalah. Karena
memang tidak dapat dipungkiri bahwa
karakteristik setiap orang dan organisasi pasti
berbeda

Jarang terjadi perbedaan pendapat karena kita
disini demi kepetingan bersama dan harus
berdiskusi jadi jarang ada kesalahpahaman yang
terjadi
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dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
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Izin Penelitian Kabupaten Bone

%
PEM&RlNTAg%BUPArEN BONE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

1ZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.265/IIP/IDPMPTSP/2023

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan limu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
mmou-muegmuwmurmmzounmmmhm

Rekomendasi Peneltian;
Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :
Nama : ANISA FITRI
NIP/Nim/Nomor Pokok : E012212008
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Padatuo Kec. Tonra
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

“EFEKTIVITAS KOLABORAS! DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 01 Maret 2023 s/d 01 Juni 2023
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone,
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang beriaku, serta menghormati Adat

Istiadat setempat.

Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

Menyerahkan 1 ( satu ) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak
mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
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. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bone di Watampone.
3.chdaDinaKmhlunKlb.Bodedunpom.

. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone di Watampone.
1 la Dinas Sosial Kab. Bone di W .
Dinas P«nbeli"r.hyam Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone di Watampone.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
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Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Bone
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPU
KABUPATE

Wawancara dengan Ibu sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bone
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Wawancara deng Ibuela ingKeseha Marakat Kabupaten
Bone
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Wawancara dengan Ibu dari DPPKB



